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LPPK Akhir Tahun Anggaran Lurah Hargorejo Tahun 2025 

LAPORAN  

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN 

AKHIR TAHUN ANGGARAN LURAH HARGOREJO TAHUN 2025 

 

BAB. I   PENDAHULUAN 

A. Pengantar. 

 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa Pasal 27 huruf e disebutkan bahwa Kepala Desa 

wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir anggaran secara 

vertikal kepada Bupati/ Walikota. 

Bersama ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dalam 

rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan dan Peraturan 

Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan serta dengan 

berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 tahun 

2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka 

Lurah Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo dapat 

menyusun dan melaporkan Penyelenggaraan Pemerintah 

Kalurahan Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Kulon 

Progo melalui Panewu Kokap sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan 

kalurahan berdasarkan kewenangan kalurahan yang ada, serta 

tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran. 

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan baik pelayanan kepada 

masyarakat maupun kepada pemerintahan atasan sudah kami 

laksanakan dengan semaksimal mungkin, demikian pula dalam 

bidang pembangunan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah 
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atasan dan warga masyarakat, itu semua berkat kerjasama 

Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan 

(Bamuskal), Kelembagaan dan Masyarakat. 

Pelaksanaan tugas yang  tidak dapat dipisahkan 

sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Kalurahan 

adalah sebagai pemerintah terendah dan sebagai ujung tombak, 

maka kedudukan Pemerintah Kalurahan perlu diperkuat. Oleh 

sebab itu senantiasa diperlukan bimbingan, sehingga Pemerintah 

Kalurahan dapat memacu berhasilnya program penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat maupun 

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. 

Dengan ini kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kalurahan  Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dapat 

ditelaah bersama, seberapa jauh gerak kemajuan Kalurahan 

Hargorejo dan memperoleh solusi untuk  dapat mengatasi 

kesulitan maupun hambatan yang timbul dari tahun ke tahun. 

 

A. Dasar  Hukum. 

 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 
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4. Undang-Undang   Nomor   119 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa; 

9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk 

Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;  

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Dana Desa; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 108 Tahun 2024 

tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan 

dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; 

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan; 

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 

Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan 
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Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan 

Kalurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan; 

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 

Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan; 

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 

Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan 

Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan 

Pemerintah Kalurahan; 

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 

Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 

2015 tentang Penanggulangan Bencana; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Penetapan Kalurahan;  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 

2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 

2025 tentang Keuangan Kalurahan;  

21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 

22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang 

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan 

Keadaan Mendesak Desa; 

23. Peraturan Bupati  Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
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24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan;  

26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di 

Kalurahan;  

27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang 

Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan 

Kalurahan;  

28. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar 

Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025; 

29. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran 

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025; 

30. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Penanggulangan Bencana; 

31. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan; 

32. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM 

Kalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027; 

33. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Hari Jadi Kalurahan Hargorejo; 

34. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2024; 

35. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan 

Kalurahan Hargorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun 
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2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 

2025; 

36. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2025; 

37. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

Penyertaan Modal Kalurahan untuk Badan Usaha Milik Desa 

Binangun Makmur Mandiri Hargorejo Tahun Anggaran 2025; 

38. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang 

Pemanfaatan Tanah Kalurahan Hargorejo; 

39. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang 

Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2025 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2025; dan 

40. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Perubahan atas Peraturan Lurah Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025. 

 

B. Gambaran Umum 

 
1. Kondisi Geografis 

Peta Kalurahan Hargorejo 
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Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten 

Kulon Progo merupakan salah satu Kalurahan dari 87 

Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. 

Batas Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap 

Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : 

Timur : Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih 

Barat : Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap dan 

Kalurahan Kulur, Kapanewon Temon 

Utara : Kalurahan Hargowilis dan Kalirejo, Kapanewon 

Kokap  

Selatan : Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih 

Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten 

Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan 

ketinggian antara 0 - 500 meter di atas permukaan air 

laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi : 

a. Bagian Utara 

 Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh 

dengan ketinggian antara 251 – 500 meter di atas 

permukaan air laut, meliputi Padukuhan Gunung 

Kukusan, Gunung Rego, Ngaseman, Sambeng, Pandu, 

Tejogan dan Padukuhan Sangkrek. Wilayah ini 

penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan 

budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan 

bencana tanah longsor. 

b. Bagian Tengah 

 Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 

antara 51 – 250 meter di atas permukaan air laut, 

meliputi Padukuhan Selo Timur, Selo Barat, Anjir, 

Penggung dan Kliripan , wilayah dengan lereng antara 2 – 

15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan 

peralihan dataran rendah dan perbukitan. 



 

8 
 

LPPK Akhir Tahun Anggaran Lurah Hargorejo Tahun 2025 

 

c. Bagian Selatan 

 Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 

50 meter di atas permukaan air laut, meliputi Padukuhan 

Kriyan, Krengseng, Ngulakan dan Padukuhan Sindon.  

 

Luas wilayah Kalurahan Hargorejo Kapanewon 

Kokap Kabupaten Kulon Progo adalah 1.543,45 hektar. 

Secara administratif terbagi menjadi 16 Padukuhan yang 

terdiri dari : 

1. Padukuhan Gunung Kukusan; 

2. Padukuhan Gunung Rego; 

3. Padukuhan Ngaseman; 

4. Padukuhan Sambeng; 

5. Padukuhan Sangkrek; 

6. Padukuhan Tejogan; 

7. Padukuhan Selo Barat; 

8. Padukuhan Selo Timur; 

9. Padukuhan Kliripan; 

10. Padukuhan Penggung 

11. Padukuhan Pandu; 

12. Padukuhan Anjir; 

13. Padukuhan Krengseng; 

14. Padukuhan Sindon; 

15. Padukuhan Ngulakan; dan 

16. Padukuhan Kriyan. 
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Penggunaan tanah di Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap 

Kabupaten Kulon Progo, meliputi: 

1) Tanah sawah  :  24,64 Ha 

2) Tanah kering  : 60,32 Ha 

3) Bangunan   : 740,16 Ha 

4) Hutan Rakyat  : 390,00 Ha 

5) Hutan Negara  : 245,86 Ha 

6) Lainnya   : 82,47 Ha 

       Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2025 

       (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id) 

 

Pemanfaatan Tanah Kalurahan mendasar pada Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang 

Pemanfaatan Tanah Kalurahan. 

Sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Kalurahan Hargorejo 

Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan 

Hargorejo, Tanah Kalurahan seluas kurang lebih 435.823 m2, 

dengan rincian: 

1) Tanah Kas Desa   :  166.066 m2 

2) Tanah Pelungguh   :  248.538 m2 

3) Tanah Pengarem-arem  :    21.219 m2 

Tanah Kalurahan yang dilepaskan seluas kurang lebih 400 m2 

(sumber dari lampiran Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun 

2025 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Hargorejo) 

2% 4%

48%

25%

16%
5%

Luas Wilayah Menurut 
Pemanfaatannya

Tanah sawah

Tanah Kering

Bangunan

Hutan Rakyat
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Tanah lain yang dikelola Pemerintah Kalurahan yaitu Tanah Sultan 

Ground (SG) 

Yaitu sejumlah   :  254,4108  Ha 

Yang pemanfaatannya untuk  :    

1) Masyarakat    :  2,38 Ha 

2) Kalurahan    :  0,99 Ha 

3) Gereja    :  0,37 Ha 

4) Kuburan    :  3,77 Ha 

5) Kantor SKPD   :  0,3 Ha 

6) Pasar Kalurahan   :  0,19 Ha 

7) Hutan Negara   :  243, 89 Ha 

8) Kebun Buah Kalurahan  :  2,03 Ha 

9) Lapangan Kalurahan  :  0,49 Ha 

10) Gedung Balai Padukuhan :  0,13 Ha 

 

2. Gambaran Umum Demografis. 

Adapun Jumlah Penduduk Kalurahan Hargorejo di tahun 2025 

adalah sebagai berikut: 

Jumlah penduduk Jiwa KK 

Laki-laki 4.720 2.776 

Perempuan 4.839 732 

Total 9.559 3.498 

 

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2025 

(prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id) 

 
Dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut: 

Jenis Pendidikan/                                      

Jenis Kelamin 
L P Jumlah 

Belum sekolah  754 816 1.570 

Belum tamat SD 397 404 801 

Tamat SD 888 1.071 1.959 

Tamat SLTP 919 955 1.874 
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Tamat SLTA 1.552 1.290 2.842 

D1/ D2 27 26 53 

D3 46 68 114 

S1 128 203 331 

S2 8 6 14 

S3 1 0 1 

JUMLAH 4.720 4.839 9.559 

 

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2025 

(prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id) 

 

3. Kondisi Ekonomi 

Di lereng Perbukitan Menoreh yang hijau dan tenang, 

Kalurahan Hargorejo  menapaki tahun 2025 dengan wajah 

baru. Bukan lagi sekadar Kalurahan penghasil nira kelapa, 

Hargorejo kini menjelma menjadi simbol kemandirian ekonomi 

berbasis kearifan lokal dan kebijakan nasional yang berpihak. 

Program Reforma Agraria yang digulirkan pemerintah pusat 

menjadi titik balik bagi masyarakat Hargorejo. Tak hanya 

memberikan legalitas atas tanah yang selama ini digarap, 

program ini juga membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi. 

Melalui pendampingan intensif, petani yang dulunya hanya 

menjual nira mentah kini mampu mengolahnya menjadi gula 

semut berkualitas ekspor. 

Produk gula semut Hargorejo, yang semula hanya beredar di 

pasar lokal, kini telah menembus pasar nasional bahkan 

internasional. Dengan kemasan yang menarik dan standar 

mutu yang terjaga, gula semut ini menjadi primadona baru dari 

Kulon Progo. Pendapatan petani meningkat, dan semangat 

kolektif tumbuh seiring dengan terbentuknya koperasi dan 

kelompok usaha bersama. 
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Di balik keberhasilan itu, kearifan lokal tetap menjadi ruh 

yang menghidupkan. Tradisi gotong royong dalam proses produksi, 

mulai dari penyadapan nira hingga pengemasan, tetap dijaga. Sistem 

“sambatan” antar warga dalam panen dan produksi menjadi bentuk 

solidaritas yang memperkuat ketahanan sosial. 

Selain itu, warga memanfaatkan pekarangan untuk menanam 

tanaman obat dan pangan lokal, mengurangi ketergantungan pada 

pasar luar. Ibu-ibu PKK dan KWT juga aktif dalam pelatihan 

pengolahan pangan berbasis kelapa, menciptakan diversifikasi 

produk seperti permen gula semut dan minuman herbal. 

Keberhasilan Hargorejo bukan hasil kerja satu pihak. Ini 

adalah buah dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, lembaga swadaya, dan masyarakat desa. Pemerintah 

menyediakan kebijakan dan pendampingan, sementara masyarakat 

menjaga semangat dan nilai-nilai lokal. BUMDes menjadi 

penghubung antara potensi desa dan pasar, mengelola produksi, 

distribusi, hingga promosi digital. 

Tahun 2025 menjadi saksi bahwa desa seperti Hargorejo 

mampu berdiri tegak di tengah tantangan zaman. Dengan tanah 

yang kini sah dimiliki, dengan produk yang kini dikenal dunia, dan 

dengan semangat kolektif yang tak lekang oleh waktu, Hargorejo 

membuktikan bahwa masa depan bisa tumbuh dari akar yang kuat 

dan rasanya manis, seperti gula semut yang dihasilkan.  

Perekonomian Hargorejo juga didukung oleh potensi dasar 

seperti pertanian dan perkebunan, perternakan, perikanan dan sector 

pertambangan. Hasil alam dan kreatifitas manusia menjadi modal 

awal bagi perkembangan perekonomian penduduk. Hal ini dapat 

dilihat pada kawasan ekonomi di Hargorejo yang menjadi andalan 

masyarakat, yaitu kawasan produksi gula kelapa di Padukuhan 

Gunung Kukusan, Gunung Rego, Ngaseman, Sambeng, Tejogan, 

Sangkrek, Penggung, Anjir; kawasan produksi batubata dan genteng 

di Padukuhan Selo Barat dan Selo Timur; kawasan pertanian sawah 
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di Padukuhan Ngulakan, Sindon, dan Kriyan; kawasan pemanfaatan 

hasil hutan di Selo Timur, Kliripan, dan Pandu; kawasan potensi edu-

wisata eks tambang mangan di Kliripan, Anjir, Penggung dan Kriyan;  

kawasan terdampak pertambangan di Padukuhan Gunung Kukusan,  

Gunung Rego, dan Ngaseman; kawasan ekonomi kreatif di Penggung 

dan Kriyan. 

 

BUMDesa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo 

Perkembangan BUMDesa tahun 2025 sangat erat kaitannya dengan 

program ketahanan pangan, didorong oleh Kepmendes Nomor 3 Tahun 

2025 yang mengamanatkan alokasi minimal 20% Dana Desa (DD) untuk 

sektor ini, menjadikan BUMDesa sebagai motor penggerak melalui 

penyertaan modal untuk usaha produktif seperti pertanian, peternakan, 

dan perikanan, dengan tujuan membangun kemandirian pangan, 

menciptakan lapangan kerja, serta mendukung program gizi nasional.  

BUMDesa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo yang semula fokus pada 

unit simpan pinjam (keuangan mikro), mulai bertransformasi sejak 

Pemerintah Pusat meluncurkan Program Ketahanan Pangan. Dengan 

dukungan Dana Desa dan pendampingan teknis, BUMDesa membentuk 

unit baru yaitu Ketahanan Pangan (Ketapang) dan Pengadaan Barang/Jasa 

(PBJ). 

Unit ketapang bergerak di bidang peternakan yaitu program anggaduh 

kambing dan budidaya ayam Jowo Super (Joper). Program ini tidak berjalan 

sendiri namun didukung oleh masyarakat sebagai penggaduh kambing. 

Antuasiasme masyarakat cukup kuat dengan dibuktikan penggaduh 

berjumlah lebih dari 100 orang dan kambing yang digaduhkan lebih dari 

100 ekor. 

Adapun unit PBJ juga menjawab tantangan system keuangan kalurahan 

dimana penyedia barang/jasa sesuai aturan perpajakan harus Perusahaan 

Kena Pajak (PKP). Bumdesa juga melibatkan masyarakat sebagai penyedia 

utama/ produsen sehingga dalam hal ini Bumdesa adalah 

bendera/platform yang digunakan masyarakat dalam pemasaran 

produknya.  
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Dampak dari program ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli 

Kalurahan melalui bagi hasil BUMDesa. Sehingga BUMDesa tidak hanya 

menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan solidaritas 

Kalurahan Hargorejo. 

 

Koperasi Desa Merah Putih 

Di tengah geliat ekonomi desa yang kian dinamis, Kalurahan Hargorejo 

melangkah mantap dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) 

pada pertengahan tahun 2025. Lahir dari semangat gotong royong dan 

dorongan kebijakan nasional, koperasi ini menjadi jawaban atas tantangan 

ekonomi lokal yang semakin kompetitif. 

Pembentukan KDMP Kalurahan Hargorejo dimulai melalui musyawarah 

kalurahan khusus (Muskalsus) yang melibatkan pamong kalurahan, tokoh 

masyarakat, dan perwakilan kelembagaan lokal. Dalam forum ini, warga 

menyepakati pentingnya memiliki lembaga ekonomi yang benar-benar 

berpihak pada kepentingan bersama, bukan sekadar mengejar keuntungan. 

Dengan struktur kepengurusan yang dipilih secara demokratis, KDMP 

mengusung prinsip inklusivitas: setiap warga desa berhak menjadi anggota, 

menyuarakan pendapat, dan menikmati manfaatnya. Ini menjadi pembeda 

utama dibanding lembaga keuangan lain yang cenderung eksklusif dan 

berorientasi profit. 

Hadirnya KDMP tidak serta-merta menyingkirkan lembaga ekonomi lain 

seperti BUMDes, koperasi lama, atau lembaga keuangan mikro. Justru, 

koperasi ini mengisi celah yang belum tergarap optimal, seperti penguatan 

rantai pasok produk lokal, pengelolaan pasar desa, dan distribusi 

kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. 

Di tengah persaingan, KDMP menawarkan pendekatan yang berbeda: 

ekonomi berbasis solidaritas. Alih-alih bersaing secara agresif, KDMP 

membangun kolaborasi dengan BUMDes dan kelompok masyarakat seperti 

kelompok tani, kelompok peternak, kelompok perikanan, dsb, untuk 

memperkuat ketahanan pangan dan memperluas akses pasar bagi produk 

lokal seperti gula semut, hasil pertanian, dan kerajinan tangan. 
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Menyadari pentingnya adaptasi, KDMP mulai merambah digitalisasi. 

Sistem pencatatan keuangan berbasis aplikasi seperti SIMKOPDES 

diterapkan untuk meningkatkan transparansi. Langkah ini menjadi strategi 

jitu menghadapi persaingan dengan lembaga ekonomi eksternal yang sudah 

lebih dulu menguasai pasar digital. Dengan pendekatan yang akuntabel dan 

partisipatif, koperasi ini berhasil membangun kepercayaan dan loyalitas 

anggota. 

Meski masih berusia dini, Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan 

Hargorejo bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga simbol kebangkitan 

desa. KDMP menjadi ruang belajar bersama, tempat warga mengasah 

keterampilan manajerial, memperkuat jejaring usaha, dan menumbuhkan 

semangat kemandirian. Di tengah persaingan yang makin kompleks, KDMP 

harus membuktikan bahwa kekuatan kolektif, jika dikelola dengan 

transparan dan inklusif, mampu menjadi penyeimbang sekaligus penggerak 

utama ekonomi kalurahan. 

Tantangan kedua lembaga, baik itu BUMdesa maupun KDMP adalah 

keduanya membutuhkan tata kelola yang baik, professional, transparan 

dan akuntabel. Pemerintahan Kalurahan Hargorejo perlu melakukan 

monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan tepat 

sasaran dan efektif. 

 

4. Data Aparatur Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal (nama, jabatan, 

pendidikan, tanggal lahir, Nomor SK Pengangkatan) 

 

A. Data Lurah dan Pamong Hargorejo 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 

4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan serta Peraturan 

Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan telah 

ditetapkan Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan Hargorejo. 
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Data Lurah dan pamong sebagai berikut: 

No. Nama Lengkap Jabatan 
Pendi

dikan 

Tempat               

Tanggal 

Lahir 

Surat 

Pengangkatan 

Nomor 

1.  
Bhekti 

Murdayanto, S.E. 
Lurah S1 

Kulon Progo, 

07-06-1967 

SK Bupati Kulon 

Progo No. 

300/C/2024 

tentang 

Perubahan atas 

Keputusan 

Bupati Kulon 

Progo Nomor 

475/A/2021  

2.  Siti Nura’ eni Carik SMK 
Kulon Progo, 

26-02-1989 

SK Kades No. 27 

Tahun 2015 

3.  
Aprillia Ayu 

Saputri, S.H. 
Danarta S1 

Batam,      

03-04-1993 

SK Kades No. 11 

Tahun 2017 

4.  
Suripno Budi 

Waluyo 

Panata Laksana 

sarta Pangripto 
D3 

Kulon Progo, 

29-07-1968 

SK Kades No. 4 

Tahun 2009 

5.  Suharyoto Jagabaya SLTA 
Kulon Progo, 

28-01-1976 

SK Kades No. 12 

tahun 2005 

6.  

Savira Dwi 

Cahyani,S.Pd,I.M

M. 

Ulu-Ulu S1 

 

Sampang, 

04-03-1983 

 

SK Kades No. 13 

tahun 2013 

7.  Sukarma 
Kamituwa 

SLTA 
Kulon Progo, 

10-04-1965 

04/KPTS/141/19

91 

8.  Hartono 
Staf 

SLTA 
Kulon Progo, 

30-04-1962 

19/KPTS/141/19

90 

9.  
Yuli 

Setiyawati,S.Kom 

Staf 
S1 

Jakarta,    

23-07-1985 

SK Kades No. 36 

Tahun 2018 

10. 
Jemadi 

Dukuh 

Gn.Kukusan 
SLTA 

Kulon Progo, 

20-03-1964 

03/KPTS/141/19

94 

11. 1 Setiyo 
Dukuh Gn. 

Rego 
SMA 

Kulon Progo, 

01-09-1991 

SK Kades No. 81 

Tahun 2019 

12.  
Puji Fatmawati, 

A.Md,Akt 

Dukuh 

Ngaseman 
D3 

Kulon Progo, 

08-08-1992 

SK Kades No. 105  

Tahun 2017 

13.  Supardi  
Dukuh 

Sambeng 
SLTA 

Kulon Progo, 

15-10-1976 

SK Kades No. 19 

Tahun 2012 

14.  Fauzan 
Dukuh 

Tejogan 
SLTA 

Kulon Progo, 

25-12-1979 

SK Kades No. 21 

Tahun 2008 
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No. Nama Lengkap Jabatan 
Pendi

dikan 

Tempat               

Tanggal 

Lahir 

Surat 

Pengangkatan 

Nomor 

15. Sakiyan 
Dukuh 

Sangkrek 
SLTA 

Kulon Progo, 

17-07-1965 

SK Kades No. 24 

Tahun 2010 

16.  Fahrudin 
Dukuh Selo 

Barat 
STM 

Kulon Progo, 
16-2-1978 

SK Kades No. 35 

Tahun 2016 

17.  R.Nur Hudayanto 
Dukuh Selo 

Timur 
SLTP 

Kulon Progo, 

14-10-1969 

SK Kades No. 6 

Tahun 2008 

18.  
Tata Sabila 

Rasyad 

Dukuh Pandu 
SMA 

Kulon Progo, 

13-05-2001 

SK Lurah No. 58 

Tahun 2022 

19.  Saifudin 
Dukuh Anjir 

SLTA 
Kulon Progo, 

10-07-1977 

SK Kades No. 22 

Tahun 2008 

20.  Setya Hariyanta 
Dukuh 

Kliripan 
SLTA 

Kulon Progo, 

01-06-1971 

SK Kades No. 5 

Tahun 2008 

21.  

Widhi 

Kurniastuti, 

A.Md.KL. 

Dukuh 

Penggung D3 

Jombang, 

03-12-1993 

SK Lurah No. 57 

Tahun 2022 

22.  Rusidi 
Dukuh 

Krengseng 
SLTP 

Kulon Progo, 

13-02-1970 

09/KPTS/PEM/2

002 
 

23.  Ahmad Safrudin Dukuh Sindon SLTA 
Kulon Progo, 

18-01-1977 

SK Kades No. 23 

Tahun 2010 

24. 

Ulin Nuha (TMT 

20 Desember 

2023) 

Dukuh 

Ngulakan SLTA 

Kulon Progo, 

27-04-2000 

SK Lurah No. 87 

Tahun 2023 

25. 
Novi 

Nurhasanah,S.E. 

Dukuh Kriyan 
S1 

Kebumen, 

17-03-1996 

SK Lurah No. 56 

Tahun 2022 

 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa 

Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun 

terhitung sejak tanggal pelantikan, dan pasal 118 mengatur bahwa 

Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, kedua 

atau ketiga menyelesaikan masa jabatan sesuai Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 telah ditetapkan SK Bupati Kulon Progo No. 

300/C/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 tentang Perubahan atas 



 

17 
 

LPPK Akhir Tahun Anggaran Lurah Hargorejo Tahun 2025 

Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 475/A/2021 tentang 

Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan 

Hargorejo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Lurah Terpilih Hasil 

Pemilihan Lurah Hargorejo Tahun 2021 dan Pengangkatan 

Saudara Bhekti Murdayanto, S.E sebagai Lurah Hargorejo 

Kapananewon Kokap Masa Jabatan Tahun 2021-2027. Mengubah 

masa jabatan Saudara Bhekti Murdayanto, S.E. sebagai Lurah 

Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo dari semula 

masa jabatan Tahun 2021-2027 menjadi masa jabatan Tahun 

2021-2029. (berakhir masa jabatan pada tanggal 30 November 

2029) 

B. Data Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo 

Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo ditetapkan dalam 

Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 129/A/2020 tentang 

Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan se-

Kabupaten Kulon Progo Masa jabatan Tahun 2020-2026 

No Nama Jabatan Tempat 
Dan 

Tanggal 
Lahir 

Pekerjaan Alamat 

1 2 3 4 5 6 

1 Koesdiono Ketua Banyumas
,1 
Desember 
1960 

Pensiunan 
Pegawai 

Negeri Sipil 
(PNS 

Sangkrek 
Rt 51 Rw 
13 
Hargorejo 
Kokap Kp 

2 Sri 
Widada,SIP,MM 

Wakil Ketua Palembang
, 1 
Februari 

1969 

Pegawai 
Negeri Sipil 

(PNS) 

Penggung  
Rt 74 Rw 
21 

Hargorejo
, Kokap, 
KP 

3 Ari 
Kiswanto,A.Md 

Sekretaris Kulon 
Progo,13 
November 
1975 

Wiraswasta Gunung 
Rego Rt 
17 Rw 
05, 
Hargorejo 
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No Nama Jabatan Tempat 
Dan 

Tanggal 
Lahir 

Pekerjaan Alamat 

1 2 3 4 5 6 

4 Sugiyanto, 
S.Pd.SD 

Ketua 
Bidang 
Penyelengga
raan 
Pemerintah

an 
Kalurahan 
dan 
Pembinaan 
Kemasyarak
atan 

Kulon 
Progo,07 
Oktober 
1980 

Karyawan 
honorer 

Pandu Rt 
83 Rw 24 
Hargorejo 
Kokap KP 

5 Drs. Suyatno Ketua 
Bidang  

Pembangun
an dan 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 

Kulon 
Progo,8 

Maret 
1958 

Pensiunan 
Pegawai 

Negeri Sipil 
(PNS) 

Selo 
Timur Rt 

61 Rw 
17, 
Hargorej0
, 
Kokap,KP 

6 Widianto, A Md Anggota 
Bidang 
Penyelengga

raan 
Pemerintah
an 
Kalurahan 
dan 
Pembinaan 
Kemasyarak
atan 

Kulon 
Progo,4 
Januari 

1980 

Wiraswasta Ngulakan 
Rt 110 
Rw 32 

,Hargorej
o,Kokap, 
KP 

7 Denik 
Srileksonowati 

Anggota 
Bidang  
Pembangun

an dan 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 

Kulon 
Progo,17 
Februari 

1976 

Wiraswasta Ngasema
n Rt 25 
Rw 07, 

Hargorejo
, 
Kokap,KP 
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No Nama Jabatan Tempat 
Dan 

Tanggal 
Lahir 

Pekerjaan Alamat 

1 2 3 4 5 6 

8 Hendro 
Kurniawan 

Anggota 
Bidang 
Penyelengga
raan 
Pemerintah

an 
Kalurahan 
dan 
Pembinaan 
Kemasyarak
atan 

Kulon 
Progo,24 
Mei 1990 

Wiraswasta Sindon 
Rt 105 
Rw 30 
Hargorejo 
Kokap, 

KP 

9 Kadir Anggota 
Bidang  
Pembangun
an dan 
Pemberdaya

an 
Masyarakat 

Kulon 
Progo,14 
April 1971 

Petani/ 
Pekebun 

Gunung 
Rego Rt 
20 Rw 05 
Hargorejo 
Kokap KP 

 
  Seiring pencalonan Lurah dan dengan pengunduran diri ketua, 

telah ditetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 213/A/2021 

tanggal 18 Juni 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara 

Koesdiono dari Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan 

Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 

Tahun 2020-2026 dan ditetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo 

Nomor 214/A/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Pengesahan 

Peresmian Saudara Sadiman sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota 

Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap 

Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2020-2026. 

Yang kemudian ditetapkannya Keputusan Badan Permusyawaratan 

Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Susunan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan 

Kalurahan Hargorejo tanggal 19 Juli 2021 dengan susunan 

personalia sebagai berikut: 
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No Nama Jabatan Tempat Dan 
Tanggal 

Lahir 

Pekerjaan Alamat 

1 2 3 4 5 6 

1 Sri 
Widada,SIP,MM 

Ketua Palembang, 
1 Februari 

1969 

Pegawai 
Negeri Sipil 

(PNS) 

Penggung  
Rt 74 Rw 

21 
Hargorejo, 

Kokap, KP 

2 Drs. Suyatno Wakil Ketua Kulon 
Progo,8 

Maret 1958 

Pensiunan 
Pegawai 

Negeri Sipil 
(PNS) 

Selo 
Timur Rt 

61 Rw 17, 
Hargorej0, 
Kokap,KP 

3 Ari 
Kiswanto,A.Md 

Sekretaris Kulon 
Progo,13 

November 
1975 

Wiraswasta Gunung 
Rego Rt 

17 Rw 05, 
Hargorejo 

4 Sugiyanto, 

S.Pd.SD 

Ketua Bidang 

Penyelenggara
an 

Pemerintahan 
Kalurahan dan 
Pembinaan 

Kemasyarakat
an 

Kulon 

Progo,07 
Oktober 

1980 

Karyawan 

honorer 

Pandu Rt 

83 Rw 24 
Hargorejo 

Kokap KP 

5 Widianto, A Md Anggota 

Bidang 
Penyelenggara

an 
Pemerintahan 
Kalurahan dan 

Pembinaan 
Kemasyarakat
an 

Kulon 

Progo,4 
Januari 

1980 

Wiraswasta Ngulakan 

Rt 110 Rw 
32 

,Hargorejo
,Kokap, 
KP 

6 Hendro 
Kurniawan 

Anggota 
Bidang 

Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

Kalurahan dan 
Pembinaan 

Kemasyarakat
an 

Kulon 
Progo,24 

Mei 1990 

Wiraswasta Sindon Rt 
105 Rw 30 

Hargorejo 
Kokap, KP 

7 Kadir Ketua Bidang  

Pembangunan 
dan 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kulon 

Progo,14 
April 1971 

Petani/ 

Pekebun 

Gunung 

Rego Rt 
20 Rw 05 
Hargorejo 

Kokap KP 
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No Nama Jabatan Tempat Dan 
Tanggal 

Lahir 

Pekerjaan Alamat 

1 2 3 4 5 6 

8 Denik 
Srileksonowati 

Anggota 
Bidang  

Pembangunan 
dan 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Kulon 
Progo,17 

Februari 
1976 

Wiraswasta Ngaseman 
Rt 25 Rw 

07, 
Hargorejo, 

Kokap,KP 

9 Sadiman Anggota 
Bidang  

Pembangunan 
dan 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Kulon 
Progo, 15 

Juli 1957 

Pensiunan Gunung 
Kukusan, 

Rt 5 Rw 2, 
Hargorejo, 

Kokap, KP 

 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa masa 

keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) 

tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji dan 

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, dan pasal 118 

mengatur bahwa anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan 

yang masih menjabat pada periode pertama, kedua atau ketiga 

menyelesaikan masa jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 telah ditetapkan SK Bupati Kulon Progo No. 

357/C/2024 pada tanggal 26 Juni 2024  tentang Perubahan atas 

Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 129/A/2021 tentang 

Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan se-

Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2020-2026. 

Mengubah masa jabatan anggota Badan Permusyarakatan 

Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo dari semula masa jabatan 

Tahun 2020-2026 menjadi masa jabatan Tahun 2020-2028. 

(berakhir masa jabatan pada 1 April 2028) 
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BAB.  II   KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN 

 

Pemerintah Kalurahan dalam hal ini Lurah Hargorejo dan 

pamong dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban 

penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan memiliki 

kebijakan yang terangkum dalam Visi dan Misi Lurah definitif 

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kalurahan Hargorejo yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan 

Hargorejo Tahun 2022-2027 sebagai berikut: 

 

A. Visi. 

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari 

Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program 

dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh 

Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat 

menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. 

Visi – Misi Kalurahan Hargorejo disamping merupakan 

Visi – Misi Calon Lurah Terpilih, juga diintegrasikan dengan 

keinginan bersama masyarakat kalurahan dimana proses 

pembangunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari 

tingkat Padukuhan sampai tingkat Kalurahan dan berdasarkan 

prioritas kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat. 

Untuk mencapai keinginan bersama masyarakat maka 

Pemerintah Kalurahan Hargorejo mempunyai Visi sebagai 

berikut : 

“Membangun Kalurahan Hargorejo Dengan Kebersamaan 

Untuk Melanjutkan Program Dan Percepatan Pembangunan 

Menuju Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Sejahtera”. 
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B. Misi 

Misi Kalurahan Hargorejo merupakan penjabaran yang 

lebih operasional dari pada visi. Dengan mempertimbangkan 

potensi dan permasalahan yang ada, maka disusunlah misi 

untuk mencapai visi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) 

melalui pendidikan, kesehatan, ketrampilan, dan 

pembinaan keagamaan. 

2. Membangun infrastruktur yang berdampak pada 

peningkatan perekonomian. 

3. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Membangun kebersamaan masyarakat, Kelembagaan dan 

Pemerintahan Kalurahan untuk mendukung tercapainya 

kemajuan Kalurahan Hargorejo. 

5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) guna tercapainya kemandirian ekonomi 

masyarakat. 

6. Optimalisasi pengolaan potensi Kalurahan Hargorejo untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). 

7. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya 

kearipan lokal serta pariwisata. 

 

C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan 

(berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan) 

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan 

pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai  

suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam 

penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai 

percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

melaksanakan otonomi kalurahan sehingga masyarakat akan 

lebih maju, mandiri dan sejahtera. 
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Agar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan 

terdapat kesatuan arah dan kebijakan umum yang jelas 

terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh kalurahan, 

maka sangat diperlukan adanya kesepakatan/kesatuan 

landasan berpijak antara legislatif dan eksekutif. Arah 

kebijakan umum pembangunan kalurahan yang mengandung 

arti sebagai operasional dari visi dan agenda pembangunan 

untuk jangka waktu tertentu dan harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Permasalahan kalurahan yang mendesak dan harus 

segera diatasi. 

b) Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan di 

masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil yang 

semua itu dapat dijaring melalui mekanisme formal. 

c) Kemampuan kalurahan khususnya pendanaan 

pembangunan, sumber daya alam yang ada dan 

sumber daya manusia serta kelembagaan yang ada. 

 

Arah Kebijakan Umum Kalurahan Hargorejo Kapanewon 

Kokap Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2022-2027 secara 

umum adalah untuk dapat mendorong dan mengembangkan 

potensi kalurahan melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun 

arah kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan; 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan 

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat 

dan Mendesak Desa. 
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D. Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kalurahan Hargorejo sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah 

Kalurahan antara lain sebagai berikut: 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

Kepala Desa; 

2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

Perangkat Desa; 

3) Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; 

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa; 

5) Penyediaan Tunjangan BPD; 

6) Penyediaan Operasional BPD; 

7) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang 

bersumber dari Dana Desa; 

8) Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ 

Pemerintahan; 

9) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa; 

10) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 

(surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, 

dll); 

11) Pemutakhiran Profil Desa; 

12) Pengelolaan adminstrasi dan kearsipan pemerintah 

desa; 

13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ 

Pembahasan APBDes; 

14) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya 

(musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-

reguler sesuai kebutuhan desa); 

15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 

(RPJMDes/ RKPDes dan lain-lain); 
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16) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ 

APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh 

dokumen terkait); Pengembangan Sistem Informasi 

Desa; 

17) Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ 

Penilaian Aset Desa; 

18) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades 

selain Perencanaan/Keuangan); 

19) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan 

Informasi kepada masyarakat; 

20) Pengembangan Sistem Informasi Desa; 

21) Dukungan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat 

Desa; 

22) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan 

pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba 

Desa;  

23) Sertifikasi Tanah Kas Desa; 

24) Administrasi Pertanahan; dan 

25) Mediasi Konflik Pertanahan. 

 

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ 

Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan 

Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, 

dst); 

2) Pembangunan PAUD; 

3) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa; 

4) Penyelenggaraan Posyandu; 

5) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan; 

6) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; 

7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ 

Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman; 



 

27 
 

LPPK Akhir Tahun Anggaran Lurah Hargorejo Tahun 2025 

8) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ 

Pengerasan Jalan Usaha Tani; 

9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ 

Pengerasan Jembatan Milik Desa; 

10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan 

Prasarana Jalan Desa; 

11) Dukungan Pelaksanaan Program 

Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak 

Huni (RTLH) GAKIN;; 

12) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa; dan 

13) Pengembangan Pariwisata Milik Desa. 

 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga 

Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa 

(satlinmas Desa); 

2) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala 

Lokal Desa;  

3) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada 

Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan 

Masyarakat; 

4) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan 

Tingkat Desa; 

5) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ 

Kebudayaan, dan Keagaamaan (perayaan hari 

kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) 

tingkat Desa; 

6) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan 

dan Olahraga tingkat Desa; 

7) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kpemudaan/ 

Klub Olah raga; 

8) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD; 

9) Pembinaan PKK; dan 
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10) Pelatihan Pembinaan Lembaga 

Kemasyarakatan. 

 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan; 

2) Peningkatan Produksi Peternakan; 

3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa; 

4) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel 

(penyandang disabilitas); 

5) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa; 

6) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ 

Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi 

Produktif (pengrajin, pedagang, ndustri rumah 

tangga, dll. 

 

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan 

Mendesak Desa 

1) Keadaan Darurat; dan 

2) Keadaan Mendesak 
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BAB. III  

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN 
 

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan 

merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 

dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan 

keuangan kalurahan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai 

peraturan perundangan maka harus dikelola secara 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran. 

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai 

amanah peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  20 Tahun 2018 tentang  

Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keuangan Kalurahan 

yang memprioritaskan terhadap kebutuhan riil masyarakat di 

bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan 

kemasyarakatan setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan 

bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan 

Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan 

transparan.  Dimana dalam APB Kalurahan memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya 

dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 

Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan 

Hargorejo Nomor 10 Tahun 2024 tertanggal 20 Desember 2025. 

Seiring berjalannya waktu dengan adanya pengurangan dalam 
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pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan dan pergeseran 

antar jenis anggaran sehingga mengakibatkan harus dilakukan 

perubahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan  Hargorejo Nomor 4 

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 13 

Maret 2025 dan Perubahan regular dengan ditetapkannya   

Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang 

Perubahan atas Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 4 Tahun 

2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 26 Agustus 

2025. 

Berikut kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan 

sebagaimana telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Kalurahan pada tanggal 15 Desember 2025 dan ditetapkan dengan 

Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2025. 

  ANGGARAN  REALISASI 

Pendapatan Desa Rp 4.338.322.758,00  4.284.048.511,95 

Belanja Desa Rp 4.252.189.549,00  3.930.586.979,00 

Surpuls/Defisit Rp 86.133.209,00  353.461.532,95 

Pembiayaan     

Penerimaan Pembiayaan Rp 218.366.791,00  218.366.791,00 

Pengeluaran Pembiayaan Rp 304.500.000,00  310.050.105,00 

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp (86.133.209,00)  (91.683.314,00) 

SILPA Rp 0,00  261.778.218,95 
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BAB IV   

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN 

 
A. Realisasi Kegiatan Bidang Pemerintahan Kalurahan 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdiri 

dari 5 sub bidang yang dituangkan dan teranggarkan dalam 

25 rencana program kegiatan dan terlaksana 24 kegiatan, 

terlaksana dengan prosentase  93,48% dan tidak terlaksana 

6,52%.   

Adapun 1 kegiatan yang tidak terealisasi adalah Kegiatan 

Administrasi Pertanahan dengan Sub Kegiatan Pengadaan 

Tanah Pengganti Kas Kalurahan. Berdasarkan SK Gubernur 

Nomor 8/IZ/2007 tertanggal 21 Maret 2007 tentang 

Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Hargorejo, 

Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo untuk 

melepaskan TKD kepada Dinas PU, Kabupaten Kulon Progo 

untuk Pembangunan Drainase pada Tanah Kas Desa SHP. 

0070 di Padukuhan Kriyan sehingga di dalam anggaran nilai 

ganti rugi tidak mencukupi untuk pengadaan tanah. 

Merujuk pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan 

Tanah Kalurahan dalam pasal 74 ayat (1) Dalam hal 

terdapat uang hasil pelepasan tanah kalurahan yang belum 

dibelikan tanah pengganti sebelum berlakunya Peraturan 

Gubernur ini, Pemerintah Kalurahan wajib 

memindahbukukan ke rekenig Kasultanan atau Kadipaten. 

Dengan demikian mempertimbangkan anggaran nilai ganti 

rugi dan memperhatikan kemampuan keuangan kalurahan 

akan menindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

Dalam beberapa kegiatan juga muncul sisa lebih pagu 

anggaran yang disebabkan Perencanaan dalam 

penganggaran berdasarkan SHBJ sedangkan dalam 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar dan 
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pengoptimalan penggunaan waktu sehingga muncul efisiensi 

kegiatan maupun anggaran.  

 

B. Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan terdiri dari 6 

sub bidang yang dituangkan dan dianggarkan dalam 13 

rencana program kegiatan, terlaksana 12 kegiatan dengan 

prosentase 91,17% dan tidak terlaksana 8,83%. 

Adapun 1 kegiatan yang tidak terealisasi adalah Kagiatan 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan 

Jembatan Milik Desa penghubung Padukuhan Gunung 

Kukusan dan Gunung Rego yang disebabkan keterbatasan 

anggaran, terdampak refocusing anggaran guna penyertaan 

modal Ketahanan Pangan.  

Dalam beberapa kegiatan juga muncul sisa lebih pagu 

anggaran yang disebabkan Perencanaan dalam 

penganggaran berdasarkan SHBJ sedangkan dalam 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar. 

 

C. Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari 4 

sub bidang yang dituangkan dan dianggarkan dalam 10 

rencana program kegiatan dan terlaksana dengan 

prosentase 74,14% dan tidak terlaksana 25,86%. 

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah kegiatan 

terkendala sumber anggaran/ pendapatan yang bersumber 

dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Bagi Hasil Pajak/ 

Retribusi yang realisasinya tidak bisa ditentukan serta 

menjelang masa akhir penatausahaan.  

Adapun kendala juga dipengaruhi oleh kelembagaan yang 

tidak optimal. 

Dalam beberapa kegiatan juga muncul sisa lebih pagu 

anggaran yang disebabkan Perencanaan dalam 
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penganggaran berdasarkan SHBJ sedangkan dalam 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar. 

 

D. Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri dari 4 

sub bidang yang dituangkan dan dianggarkan dalam 6 

rencana program kegiatan, terlaksana 5 kegiatan dengan 

prosentase 99,52% dan tidak terlaksana 0,48%. 

Adapun 1 kegiatan yang tidak terlaksana adalah pelatihan 

dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas). 

Kegiatan bersifat insidental sehingga menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan di tahun 2025 tidak ada ODGJ yang perlu 

penanganan tindak lanjut/ perlu diantar ke RS Jiwa. 

Dalam beberapa kegiatan juga muncul sisa lebih pagu 

anggaran yang disebabkan Perencanaan dalam 

penganggaran berdasarkan SHBJ sedangkan dalam 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar. 

 

E. Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 

2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat 

Desa dan Keadaan Mendesak Desa maka kewenangan lokal 

skala Kalurahan terkait hal tersebut mempunyai pos 

tersendiri yang dibagi dalam sub bidang dan sesuai 

kebutuhan desa. 

Mendasar pada hasil musyawarah Kalurahan dalam Bidang 

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan 

Mendesak Kalurahan disepakati digunakan untuk Sub 

Bidang Keadaan Darurat sebagaimana amanat Paraturan 

Bersama Lurah Hargomulyo, Lurah Hargorejo, Lurah 

Hargowilis, Lurah Kalirejo dan Lurah Hargotirto tentang 

Pendirian BUM Desa Bersama  yang dgunakan secara 
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khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, bantuan 

rumah tangga miskin yang bersifat insidental. Pos kegiatan 

tersebut dituangkan dalam Keadaan Darurat, adapun 

penyerapan Rp0,- sampai dengan berakhirnya tahun 

anggaran. 

Sub Bidang Keadaan Mendesak berupa program 

penangulangan kemiskinan melalui Bantuan Langsung 

Tunai (BLT). Dengan jumlah sasaran sejumlah 37 Keluarga 

Penerima Manfaat dan diterimakan dalam triwulan selama 1 

tahun anggaran melalui BUM Desa Binangun Makmur 

Mandiri Hargorejo. 

Penyaluran triwulan pertama dibarengkan dengan triwulan 

kedua pada tanggal 11 April 2025, triwulan ketiga pada 

tanggal 15 Juli 2025 dan terilulan ke-empat disalurkan pada 

tanggal 16 Oktober 2025 sejumlah 30 KPM sedangkan 7 

KPM disalurkan pada tanggal 23 Oktober 2025 dikarenakan 

5 KPM semula menerima program PKH dan 2 KPM semula 

menerima BPNT APBN sehingga pada triwulan keempat 

dialihkan berdasarkan pada hasil musyawarah kalurahan 

khusus yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025. 

 

F. Pelaksanaan Tugas Lainnya (tugas-tugas yang 

diserahkan/dilimpahkan dan/atau dibiayai dari Pemerintah, 

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten) 

Program maupun kegiatan yang dibiayai dari Pemerintah, 

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang 

dikerjakan/dilaksanakan di wilayah Kalurahan Hargorejo 

sebagai berikut:  

1) Program Penyelenggaraan Jalan berupa kegiatan 

Rekonstruksi Jalan Lokal Primer di ruas Kokap-

Kalirejo di Padukuhan Gunung Kukusan dan kegiatan 

Talud dan Bronjong Jalan Propinsi Tegalsari-Klepu di 

Padukuhan Gunung Rego; 
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2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga 

Kerja berupa kegiatan padat karya infrastruktur hibah 

kepada LPMK di Padukuhan Penggung; 

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa kegiatan 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 

Padukuhan Sangkrek; 

4) Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

berupa kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

Permukaan (Pengerukan Drainase Kriyan) di 

Padukuhan Kriyan dan kegiatan Bronjong Pengaman 

Sungai di Padukuhan Pandu;  

5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 

dan Upaya Kesehatan Masyarakat berupa kegiatan 

Bantuan Sosial Jamban Sehat di Padukuhan Gunung 

Kukusan, Penggung, Selo Timur, Anjir, Kriyan, 

Gunung Rego dan kegiatan Bantuan Toolkid Posyandu  

di Padukuhan Pandu; 

6) Program Program Kawasan Permukiman berupa 

kegiatan Bantuan Sosial RTLH dan Bantuan Sosial 

Rehab Rumah ALADIN (Atap, Lantai, Dinding); 

7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup berupa 

kegiatan Penanaman Pohon di Daerah Tangkapan 

sekitar mata Air dan sempadan sungai yang 

melibatkan KTH Wonoardi Sambeng. KTH Wonodadi 

Pandu, KTH Luwes Anjir, KTH Taruna Tani Selo Timur; 

8) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

Pertanian berupa kegiatan Bantuan Pupuk, Bantuan 

pengembangan Kawasan Kelapa Genjah Khusus, 

Bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian): pompa 

dan power cruiser, Bantuan Benih jagung, Program 

Pangan Bergizi (PPB); 
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9) Program Pengembangan Tempat Ibadah berupa 

kegiatan Kalibrasi Arah Kiblat dan Pengembangan 

sarpras Masjid; 

10) Bantuan Sosial (Bansos) meliputi Program Keluarga 

Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT), BLTS Kesra, Jaminan Sosial Lanjut 

Usia (JSLU), Bantuan Lansia, Jaminan Sosial 

Penerima Bantuan Iuran (Jamsos PBI), Bantuan 

Pangan Beras; 

11) Program Pengabdian Masyarakat (PPM) berupa 

kegiatan Dokumentasi Mantan Dukuh, Digitalisasi 

Peta Padukuhan, Papan nama Balai Padukuhan dan 

Pembuatan pintu induk mata air Mudal, Restocking 

ikan di Sungai Mudal, Pengembangan Yayasan Ar 

Rohman, Pelatihan dan pengembangan batik Ecoprint, 

Program Pemanfaatan Limbah; 

12) Program Swadaya Masyarakat berupa kagiatan 

Pembukaan jalan tembus di RT 085-091 Anjir, 

Pengecoran isi tengah di RT 098/028 Krengseng, 

Gorong-gorong di RT 100/027 Krengseng, Rehabilitasi 

Gorong-gorong Ruas jalan Pandu-Sambeng di RT 

039/010 Tejogan, Pembangunan corblok ful beton di 

RT 040/011 Tejogan, Rekonstruksi jalan lingkungan di 

RT 084 & 080/023 Pandu, LPJU Jalan Lingkungan di 

RT 011-015, RT 020/004 Gunung Rego, Pembangunan 

Dapur dan Gudang Masjid Al-Jihad di RT 010/005 

Gunung Rego, Pembangunan corblok di RT 020/005 

Gunung Rego, Pembangunan talud pengaman jalan di 

RT 021/006 Ngaseman, Pembangunan jalan dan 

pemeliharaan jaringan air di RT 07-08 Gunung 

Kukusan, Pembangunan Gorong-gorong dan perbaikan 

drainase di RT 051/015 Sangkrek, LPJU Jalan 

Lingkungan di RT 51-49 Sangkrek, Restrukturisasi 
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Jalan Desa di RT 49-50 Sangkrek dan Restrukturisasi 

Jalan Lingkungan di RT 111 Ngulakan; 

13) Program Pembangunan yang bersumber dari Dana 

Desa berupa kegiatan 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan 

Jalan  Usaha Tani di Padukuhan Sangkrek; 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan 

jalan Lingkungan Permukiman/Gang dan 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana 

Jalan Desa (Talud) di Padukuhan Sambeng; 

Pembangunan Gedung PAUD di Padukuhan 

Ngaseman. 

Dari rekapan program sektoral, program daerah dan 

program lainnya yang masuk ke Kalurahan Tahun 2025 

tersebut teridentifikasi swadaya masyarakat dengan total 

anggaran sekitar Rp 342.710.000,00 
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